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PEDOMAN WAWANCARA
A. TIM EVALUASI DESA MANDIRI GOTONG ROYONG KABUPATEN SUBANG
1. Apa yang menjadi latar belakang kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong  dijadikan kebijakan Pemerintah Daerah.
2. Apa tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong.
3. Bagaimana proses formulasi kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong disusun dan disosialisasikan.
4. Bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.
5. Apakah evaluasi kebijakan dianggap penting dalam kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong.
6. Apa yang menjadi latar belakang dilakukan evaluasi kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.
7. Apakah yang menjadi pertimbangan evaluasi kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.
8. Apa yang menjadi tujuan evaluasi kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan mandiri gotong Royong di Kabupaten Subang.
9. Bagaimana proses evaluasi kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.
[bookmark: _GoBack]
Kriteria Spesifikasi
10. Apa yang menjadi substansi kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong dikaitkan dengan kondisi dan tuntutan daerah.
11. Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.
12. Apa yang ingin dicapai dari kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang? Apakah kebijakan DMGR ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kriteria Penilaian 
13. Apakah substansi kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royng di Kabupaten Subang sudah sesuai dengan prosedur kebijakan dan kondisi daerah.
14. Apakah proses kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang sudah memenuhi kriteria/persyaratan;
15. Apakah capaian tujuan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang sudah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kriteria Analisis
16. Bagaimana substansi kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong yang diterapkan di Kabupaten Subang.
17. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.
18. Bagaimana hasil capain kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong dijadikan contoh bagi kebijakan lebih lanjut.


Kriteria Rekomendasi
19. Apakah kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong diganti dengan kebijakan baru.
20. Apakah kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong diiringi oleh perubahan-perubahan.
21. Apakah keberhasilan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong dijadikan contoh bagi kebijakan lebih lanjut.

B. CAMAT
1. Apa yang menjadi latar belakang (substansi) kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong dikaitkan dengan kondisi dan tuntutan wilayah kecamatan;
2. Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kecamatan.
3. Apa yang ingin dicapai dari kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kecamatan. Apakah kebijakan DMGR ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah kecamatan.
4. Apakah kegiatan-kegiatan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kecamatan yang Bapak/Ibu pimpin sudah sesuai dengan prosedur kebijakan dan kondisi daerah;
5. Apakah Proses kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kecamatan sudah memenuhi kriteria/persyaratan yang ditentukan;
6. Apakah capaian tujuan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kecamatan sudah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kriteria Analisis
7. Bagaimana kegiatan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong yang diterapkan di Kecamatan yang Bapak pimpin.
8. Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong yang diterapkan di Kecamatan yang Bapak pimpin.
9. Bagaimana hasil capaian kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong yang diterapkan di Kecamatan yang Bapak pimpin.

Kriteria Rekomendasi
10. Apakah kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong perlu diganti dengan kebijakan baru atau bagaimana kegiatan DMGR kedepan.
11. Apakah kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong ini membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
12. Apakah keberhasilan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong dijadikan contoh bagi kebijakan lebih lanjut.

C. KEPALA DESA
1. Apa yang menjadi latar belakang (substansi) kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong dikaitkan dengan kondisi dan tuntutan wilayah desa;
2. Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di desa yang saudara pimpin;
3. Apa yang ingin dicapai dari kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di desa. Apakah kebijakan DMGR ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah desa.
Kriteria Penilaian
4. Apakah kegiatan-kegiatan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kecamatan yang Bapak pimpin sudah sesuai dengan prosedur kebijakan dan kondisi desa:
5. Apakah proses kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di desa sudah memenuhi kriteria/persyaratan yang ditentukan;
6. Apakah capaian kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di desa sudah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana dengan kondisi kemiskinan di desa?

Kriteria Analisis
7. Bagaimana kegiatan-kegiatan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong yang diterapkan di desa yang Bapak pimpin.
8. Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di desa yang Bapak/Ibu pimpin.
9. Bagaimana hasil capaian kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di desa yang Bapak/Ibu pimpin.

Kriteria Rekomendasi
10. Apakah kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong perlu diganti dengan kebijakan baru atau bagaimana kegiatan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong ke depan.
11. Apakah kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong ini membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
12. Apakah Keberhasilan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong dijadikan contoh bagi kebijakan lebih lanjut.

D. TOKOH MASYARAKAT, KETUA BPD, KETUA LPMD, PIMPINAN ORMAS DAN KETUA LSM
1. Apa yang menurut Bapak/Ibu kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang telah di evaluasi dengan baik.
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.
3. Apakah yang menjadi tujuan evaluasi kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.
4. Bagaimana Proses evaluasi kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.


Kriteria Spesifikasi
5. Apa yang menjadi latar belakang (substansi) kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong dikaitkan dengan kondisi dan tuntutan daerah;
6. Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.
7. Apa yang ingin dicapai dari kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang? Apakah kebijakan DMGR ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Kriteria Penilaian
8. Apakah substansi kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang sudah sesuai dengan prosedur kebijakan dan kondisi daerah;
9. Apakah proses kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang sudah memenuhi kriteria/persyaratan;
10. Apakah capaian tujuan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang sudah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Kriteria Analisis
11. Bagaimana substansi kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong yang diterapkan di Kabupaten Subang.
12. Bagaimana proses pencapaian sasaran pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.
13. Bagaimana hasil capaian sasaran pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.

Kriteria Rekomendasi
14. Apakah kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong perlu dipertahankan atau diganti dengan kebijakan baru. Mohon bias dijelaskan.
15. Apakah kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong telah membawa perubahan-perubahan.
16. Apakah keberhasilan dan kegagalan dalam kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong. Bagaimana menindaklanjutinya?
E. MASYARAKAT (AKTIVIS KEGIATAN DESAMANDIRI GOTONG ROYONG)
1. Apa yang menjadi pertimbangan dilaksanakannya kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.
2. Apa yang ingin dicapai dari kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.
4. Bagaimana tanggapan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.
5. Bagaimana tanggapan dan penilaian masyarakat terhadap hasil kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.
6. Bagaimana dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.
7. Apakah kualitas pelayanan public semakin baik setelah dilaksanakan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.
8. Apakah apparat pelaksana kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang memiliki kinerja dan kerjasama yang sesuai bidang tugasnya.
9. Bagaimana upaya untuk mencapai keberhasilan kebijakan pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang.
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